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PERATURAN
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : co! TAHUN 2020

TENTANG

IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA PERUNTUKAN DANA KORPRI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DEWAN PENGURUS KORPRI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka membantu serta meningkatkan
kesejahteraan bersama anggold KORPRI dan
keluarga di Lingkungan Pemerintah  Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, perlu mengatur iuran
anggota dan pengelolaan serta peruntukan dana
KORPRI;

b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019
tentang |uran Anggota dan Pengelolaan serta
Peruntukan Dana Korpr di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sudah tidak
sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;

bahwa kedudukan KORPRI berada diluar struktur
organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung maka peraturan-peraturan terkait KORPRI
ditetapkan dengan Peraturan Dewan Pengurus
KORPRI berdasarkan atas persetujuan Gubernur

selaku Pembina KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;
~ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
~ dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
= menetapkan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI
~ tentang luran Anggota dan Pengelolaan serta
A tukan Dana KORPRI di Lingkungan Pemerintah
nsi Kepulauan Bangka Belitung;
{
ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
adonesia Tahun 1945;

Nomor 27 Tahun 2000 tentang
rovinsi Kepulauan Bangka Belitung
Republik Indonesia Tahun 2000

3¢ Lembaran Negara Republik



3. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang
£ Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negarn Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
' Lembaran Negnra Republik Indonesia Nomor S394)

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 leniang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negars Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tumbahan
Lembaran Negara Recpublik indonesia Namor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679}

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Euk Pegawai Negen
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negard
Republik Indonesia Nomor 4450},

6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang
Korps Pegawai Republk Indonesia,

7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawil Republik
Indonesia;

Rhaid o MEMUTUSKAN:

ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA
KAN DANA KORPRI DI LINGKUNGAN
TAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

.I_ Ty

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dewan Pengurus KORPRI ini yang dimaksud
| i Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
| ﬁ h kepala dacrah sebaga unsur
i . an Daerah vang memimpin
ahan yang menjadi kewenangan

T

utnys disingkat PD adalah unsur
n Dewan Perwakilan Rakyat



4.  Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat
KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun
seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputn pegawal
negeri sipil, pegawai badan usaha milik negara, badan hukum
milik negara dan/atau badan hukum pendidikan, lembaga
penyiaran publik pusat dan dacrah, badan layanan umuim
pusat dan daerah, dan badan otorita/ kawasan ckonomi
khusus vang berkedudukan dan kegiatannya tdak
terpisahkan dar kedinasan.

5. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi
yang sclanjutnya disingkat DP KORPRI Provinst adalah Dewan
Pengurus KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Anggota KORPRI adalah seluruh anggota KORFRI yang berada
dibawah koordinasi DP KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

7. luran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh anggota
KORPRI dengan besaran ditentukan berdasarkan golongan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagal pedoman dalam
pemurigutan luran Anggota KORPRI dan pengelolaan serta
peruntukannya di lingkungan KORPRI Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 3

luran Anggota KORPRI bertujuan untuk:

a. meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan antar
e = b, me can profesionalisme Anggota KORPRI; dan
kan kesejahteraan Anggota KORPRI.

. BABI
IURAN ANGGOTA KORPR

Pasal 4
KORPRI dibebankan kepada setiap Anggota
ungan Pemerintah Daerah Provins.

pta KORPRI sebagnimana dimaksud paca
LiRE lmhn ditetapkan sebaga berikut.

.~ [sepuluh nibu rupiahj,



Pasal 5

R (1) furan Anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

\ diserahkan kepada bendahara pengeluaran PD di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi,

(2) luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke
rekening KORPRI paling Jambat tanggal 20 |[dua puluhj pada
bulan berkenasan.

BAB 111
PENGELOLAAN DAN PERUNTUKAN
DANA IURAN ANGGOTA KORPRI

Bagian Kesatu
Pengelolaan Dana luran Anggota KORPRI

Pasal 6

(1) Dana luran Anggota KORPRI dikelola oleh DP KORPRI Provinsi
dan KORPRI unit dengan pembagian sebagai berikut:
a. 80% (delapan puluh persen) dikelola oleh DP KORFPRI
Provinsi;, dan
b. 20% (dua puluh persen) dikelola oleh KORPRI unit.

(2) Pengelolaan dana iuran anggota KORPRI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufl a dikelola oleh DP KORPRI
Provinsi dan dilaksanakan olch sekretariat DP KORPRI Provinsi
yang dibentuk berdasarkan Kkeputusan ketua DP KORPRI

Provinsi,

. dana luran Anggota KORPR! sebagaunana
da ayat (1) huruf b dikelola oleh Dewan Pengurus

wmg bersangkutan.

Pasal 7

n pengeluaran dena Iuran Anggota KORPRL yang
iat DP KORPRI Provinsi harus diketahui dan

P KORPRI Provinsi sebagaimana dimaksud

.'. mengesahkan penerimaan dan
erhalangan, maka pengesahannya dapat
kil ketua DP KORPRI Provinsi.

: imana dimaksud pada
iahara sekretariat DP KORPRI

a luran Anggota KORPRI yang
nit harus diketahui dan



Haglan Wodun
Perwur doan Do Turan Anggots Kokl

il B

(1} Dana Turan Atigoin KORPHE pada aelcietarinl OF K

Provins) digunnkan untuk

i Ao TR KOPHI Vit kil ilan priinjalar
perawitivn { apranme di pirrisl wakin/ilintk pulivg et 3
(tgn) harl pormanik melabiikan, don diberikan aanliinen
dalam setihun hanye |1 {aaru) knll seboan R 8 OO0 GUG,
(thga juti rupiah),

b suami/iaiel derl Aviggota KORPEL vong bikan ahgaota
KORIMRL yang snkit dan e sl perawa lan / opriine cli
paimaly skl /klinile piling sechiiht 3 (vigal har (e r TRk
melahivkan, dan diberikan santinmng ditlnm setnhun hanys
| (watu) kali sebesar Rp. 1 BO0.000, - (Heati juta lima ratis
el rapinhl;

¢, anok kandung Anggota KOHEPKT  yang men il dunin
diberikan santuinan sebesar Kp 2 500,000, (dus jute T
patus elbu paplali);

d. wuatni/intrl dorl Anggota RORPRI yang eneninggal  duaris
diberilan  santunan  sehesar  Kp 2000000, (g Juts
ruplanh);

e, Anggoln KORPRI yang meninggel duni diberiken st anan
sebesar Kp, 5,000,000, (lhrria Juate rupialg,

f. Anggotn KORPRI yoang pensiun Oolongan 1 dan 1 diberikan
mgantunnn sebesit Rip.4.000.000, [eroamt Juiti rupiahl),

g Angrolu KORPRI yang pensiun Qolopgan 111 dibeellan

~ mantunan sebesar Rp.5.000.000, (Hima jute mupiah] dan
Golongun 1V diberikan santunan webesar R 6.000.000,
(enam juta rupiah);

h. Anggola KORPRI yang mengalam musibeh seperti bencana
alam, banjlr, kebakaran dan lain sebagninyn  diberilkan
santunan sebesar Rp.2.500.000 - {dus juta limm ratus ribu
rupinh),
Anggota KORPRI yvang mutasi ke laor dari Pemerintab
Daeroh Provinsi ke Pemerintah Duerah Provinsi Lainnya
diberikan  santunan  sebesar  Rp.2.000.000, (ehin  juta
rupiah),
J. Anggota KORPRI yang mutnsl ke luar dar Pemorintab
Daerah Provinsi ke Pemerintah Daerah Kabupalen atau
 dalam Provinsi  diberikan - santunan aehesar
'?.-- - (satu juta rupiah)
~ operasional UPACHTEH persemayaman,
tan dun pemakaman jenazah Anggots KORPRI
dunia dalam melaksanakin krdinasan di
. Rp.2 500000, (dua juta lima ratus
2 melaksanakan kedinasan di luar daerah
0.000,- (lima juta rupish);
untuk internal kegiatan KORPRI yang lelsh
Ketus Dewan Pengurus KORPRI

sararn biaya-biaya lain sebagaimana
huruf | ditetapkan dengan Keputusan



Pasal 10

Dana l_l.lrm;i Anggota KORPRI pada KORPR! unit digunakan untuk:

‘a.  kegiatan peningkatan soliditas dan solidaritas Anggota KORPRI
~ unit yang bersangkutan, dan/atau
b. kegiatan yang mmdukung program kerja DP KORPRI Frovinsi.

BAB IV
TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Permintaan Pembayaran Santunan

Pasal 11

:-'.I]' (1) Santunan dapat diberikan kepada Anggota KORPRI dan
o keluarga apabila memenuhi ketentuan scbagai berikut:

] a. merupakan Anggota KORPRI Pemerintah Daerah Provinsi
- yang dibuktikan dengan melampirkan surat perintah
melaksanakan tugas dan/atau Keputusan Gubernur
tentang kenaikan pangkat terakhir serta menunjukkan
kartu tanda penduduk dan kartu keluarga bagl keluarga
Anggota KORPRI,

b. telah melakukan pembayaran iuran anggola;

g, menunjukkan surat keterangan sakit dan mendapat
' 2 di klinik, puskesmas, atau rumah sakit yang
tangani oleh dokter, bidan bagi yang melahirkan,
nmah sakit dan/atau kepala puskesmas,

kkan surat keterangan kematian dari rumah sakit
meninggal (wafat) di rumah sakit dan dan
setempat apabila meninggal (walat) di luas
| atau dari pihak kepolisian apabila meninggal
n musibah/kecelakaan bagl
| KORPRI yang meninggal dunia (wafat);

gan Gubernur tentang Perpindahan
n Ke 1san Gubernur tentang Pensiun bag
PRI yang pindah tugas ke luar dan
erah  Provinsi danj/atau vang 1welah

a8 [pensiun), dan
telah mengalami musibah
dan lain sebagainya dar

L santunan  keparcia
ana yang dimaksud paca
[, dapat dibayarkan

H 'rr-“' dm kc[u& DF‘




Bagian Kedua
Tata Cara Permintaan Pembayaran Biaya Kegiatan

Pasal 12

(1) Pengajuan pembayaran kegiatan Anggola KORPRI dapat
disetujui apabila memenuhi ketentuan sebagal berikul

s melaksanakan kegistan musyawardh, rapat  kerja,

an DP KORPRI kabupaten/kota, koordinast dan

konsultasi di dalam dan di luar daerah I:-cn_:!u_-nrkan

bersifat resmi diberikan baya perjalanan dinas sesual
dengan dan/atau tidak melebihi standar biaya umum bag
DP KORPRI dan anggota sekretanat,

b. melaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan
kesehatan jasmani/fisik berupa pertandingan olahraga
antar unit KORPRI dan aniar KORPRI Prowinsi,
kabupaten/kota, serta pekan olahraga nasional KORPRL,

¢. melaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan
kesehatan mental / rohant;

d. melaksanakan kegiatan seni dan budaya berupa
perlombaan dan pagelaran seni dan budaya tngkat
nasional yang diikuu Anggoia KORPRlI dan keluarga;
dan/atau

e. menunjukan bukt prestasi mimmal berupa piagam
dan/atau sertifikat serta foto/video baik di tingkat Nasional
maupun Internasional hagi Anggota KORPRI dan keluarge
vang berprestasi.

[2) Pembayaran kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh sekretariat DP KORPRI Provinsi setclah
mendapat persetujuan dan pengesahan dan ketua DP KORPRI
- i -mmr. - n"

Pasal 13

DP KORPRI Provinsi membentuk tum pemantau dan
an dana Iuran Anggota KORPRI.

pengelola dana luran Anggota KORPRI
ud pada avat (1) dibenkan honorarium

{ Pasal 14

Dewan F s KORPRI ini mulai berlaku,
mor 3 Tahun 2019 tentang luran Anggota
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